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PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr. Wbh.

Alhamdulillah Robbil’Alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah

SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategt

Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Palembang”.

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dipergunakan scbagian atau
seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan makan dan minuman serta
jasa lainnya bagi umum dan yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berbunyi :
Hotel adalah  bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk aapat
menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lzinnya yang menyatu, dikelola dan
dimiliki o.eh pihal yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Ucapan terima kasth penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku (H.
Sudirman Said, SIP dan Hj. Rasmiati) dan Saudara-saudaraku serta keluarga
besarku yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan dorongan serta
semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak
taufik Syamsuddin, SE, Ak. M.Si, yang telah membimbing dan memberikan
pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesatkan skripsi
Ini.
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penulis
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ABSTRAK

Ewmiliza / 222002178 / Stategt Optimalisast Penernuaan Pagak Hotel Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang/Akuntansi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategt Dinas
Pendapatan Daeral Kota Palembarg untuk mengoptimalisasikan penenimaan
Pajak Hotel. Tujuannya adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan
Pemerintah Kota Palembang dalam mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Hotel

Penelitian ini termasulk jenis penelittan deskriptif yaitu untuk mengetahut nilar
variabel lebih dari satu tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain.
Data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data
dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.
Metod: analisis yang digunakan adalah metode kualitaaf Penelitan
bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengenai strategi
vang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam
meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai
sumber mformast mengenat strategi dalam penenimaan Pajak Hotel.

Hasil nenelitian menunjukkan Penerimaan Pajak Hotel dan tahun 2002-2006
mengalami fluktuasi dari segi persentase sehingga untuk mengoptimalisasikan
penerimaan Pajak Hotel tersebut hendeknya Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang harus melakukan strategi-strategi baik itu dengan memberikan
pelatihan formal maupun non formal kepada aparat pajak (fiskus) ataupun kepada
masyarakat sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

Kata kunci : Strategi Optimalisasi, Pajak Hotel.

X1l
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PENDAHULUAN

A. Latur Belnlung Masalah

Pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan atau usaha untuk
mengubah keadaan suatu negara. Pada dasamya pembangunan nasional
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur meialu
peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain pembangunan secara nasional,
pembangunan daerah juga perlu dilaksanakan dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang lebih “stabil dan konsisten guna tercapainya
Peningkatan Pendapatan Daerah, Pendapatan perkapita masyarakat, perluasan
kesempatan kerja serta dapat mengembangkan kemampuan dan potensi
sumber daya yang dimiliki daerah. Untuk mencapai itu semua, pemcrintah
harus dapat menggimakan kekuatannya sendiri, antara lain dengan
menggunakan potensi-potensi yang ada dalam negeri, baik itu sumber daya
alam, sumber-sumber daya manusia, teknologi dan keahlian. Faktor-faktor
atau potensi tersebut haruslah digali, diolah, dan ditingkatkan penggunaaunya
secara lebih efisien dan efektif agar menjadi kekuatan yang nyata untuk
mencapat tujuan dari program Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peranan
Pemernintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah Indonesia

memberikan kebebasan bagi setiap dacrah untuk membangun dan mencapai
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tujuan pembangunan di segala bidang dengan otonomi daerah. Otonomi
daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di
Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam
mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah
dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan
dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang
lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi vyang strateg,
konservasi dan standarisasi nasional (Litarani, 2003:1).

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan
pertanggungjawaban sebagai pemberian konsekuensi, pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah. Hal ini merupakan perwujudan tugas yang harus
dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik,
pengembangan kehidupan demokrasi peradilan dan pemeratan serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah

dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Kewenangan daerah tersebut di atas diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, pemanfaatan sumber daya alam yang adil, serta perimbangan
antara pusat dan daerah sebagai salah satu sumber pembiayzan daeral atas
dasar desentralisasi yaitu penyerahan wewenang yang dilakukan oleh
pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (Litaram. 2003:2).

Tujuan sebenamya dari adanya otonomi daerah berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah agar daerah yang bersangkutan dapat
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayunan
kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya hal
tersebut pemerintah daerah harus mempunyai keuangan sendiri. Semakin
besar keuangan daerah berarti semakin besar pula kemampuan daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut berasal dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 | Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Komponen-
komponen dar sumber penerimaan daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah



Menurut Insukindro (dalam Ismail, 2002:2) Pendapatan Asli Dacrah
dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur
ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar
sumbangan Pendapatan Asli Daerah kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecii ketergantungan
daerah kepada pusat.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud
dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
vang berlaku.

Unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri antara [ain :

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retibusi Daerah

3. Hasil Pernsahaan milik Daerah dan pengolahan kekayaan daerah yang
dipisahkan

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
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Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dibag
menjadi 2 bagian yaitu :
1. Pajak Provinsi yang terdirt darn :
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
¢. Pajak bahan bakar kendaran bermotor

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan

2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdin dari :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
¢. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir
Salah satu unsur dari pajak daerah adalah pajak hotel. Meaurut
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dapat diambil
pengertiannya : pajak hotel adalah “Pungutan Daerah atas pelayanan hotel”.
Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan. dan atau fasilitas lainmya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang menyatu, dikelola

dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali pertokoan dan perkantoran.
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Tabel 1.1
Pencrimaan Pajak Dacrah Tahun 2002 - 2006

No Tahun Keterangan Target Realisasi
L 2002 Pajuk totel 2,200,000 .00 I ol448)
Pajak restoran 870.030.000 482 902.027
Pajak Hiburan 245.600.000 962.456.306
Pajak Reklame 11.18.416.000 13.5456,306
Pajak Penerangan Jalan 189.873.000 200.0862.876
Pujak Bahan Guliao Got, C 248 430000 + 076700445
Pujak Parkir 248.830.0 142.167.755
JUMLAH 9.470.228.600 22.602.772.720
2 2003 Pajak Hotel 2.995.240.000 2.764.373.478
Pajak restoran 4.733.100.500 5.012.495.124
Pajak Hiburan 1.008.547.6(0 1.031.164.023
Pajak Reklame 1.189.547.600 1.227.527.627
Pajak Penerangan Jalan 13.000.000.000 15.292.903.491
Pajak Bahan Galian Gol. C 228.015.000 230.631.368
Pajak Parkir 472.844.000 477.038.96
JUMLAH 23.627.072.600 26.036.154,076
3 2004 Pajak Hotel - 5.271.000.000 3.200,124.002
Pajak restoran 6.794.220.400 6.248.773.092
Pajak Hiburan 1.523.583.000 1.410.066.162
Pajak Reklame 2.050.417.282 2.153.479.617
Pajak Penerangan Jalan 22.400.000.000 18.082.735.887
Pajak Bahan Galian Gol. C 299.785.000 373.027.812
Pajak Parkir 1.000.000.00 529.993.760
i JUMLAH 39.339.006.682 31.903.700.332
5 | 2005 Pajak Hotcl 4.100.000.000 4.126.245.223
Pajak restoran 8.000.000.000 7.292.356.990
Pajak 'Hiburan 1.750.000.000 1.553.394.553
Pajak Reklame 3.000.0000.000 3.003.065.464
Pajak Penerangan Jalan 26.000.000.000 20.561 800.016
Pajak Bahan Galian Gol. C 500000000 250611336
Pajak Parkir 750.000.000 775.328.560
JUMLAH 44. 100, 000, 660 37.862.702.142
6 2006 Pajak Hotel 4.700.000.000 .£35.807.247
Pajak restoran 8.400.000.000 7.427.597.660
Pajak Hiburan 2.000.000.000 1.565.226 820
Pajak Reklame 3.500.000.000 3.212.505.158
Pajak Penerangan Jalan 19.200.000.000 22.623.517.018
Pajak Bahan Galian Gol. C 600.000.000 281.451.457
Pajak Parkir 1.000.000.000 954.761.500
1 JUMLAH 39.200.000.000 40.531.457.722

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2007
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Tabel 1.2
Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar
2002 1 2003 [ 2004 2005 2006
No | Klasifikasi | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah ] Jumlah | Jumlah | Jumlah  Jumlab | Jumiab | Jwnlah
Hotel Kamar Holel Kamar j Hotel Kamar Hotel | Kamar | Holel Kamar
1. Hotel Berbintang
- Bintang 4 : - oo |2 316 3 49 B 63
- Bintang 3 ] 56 3 305 5 473 5 a7 5 474
- Bitanng 2 3 166 1 61 4 215 215 4 215
- Bintang 1 ; P : 5 104 6 155 | 6 155
| |
] Hotel Melat: ! | |
- Bintang 3 | n 291 6 130 | 44 | 10718 | 44 1078 | 44 1078 |
- Bitanng 2 4 110 1 20 18 67 | 8 67 | 02 |
- Bintang | 6 18 ] 25 15 395 15 395 l 17 4w |
3. | Wisma 2 s | 1 | & [ 3 [ e [ 3 | e 1 3 'm’""l
27 791 14 725 | 96 [ 2619 o8 | 2w | 103 %52 __]

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2007

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Dacrah Kota

Palembang antara target dan realisasi penerimaan pajak Hotel selama 5 tahun

adalah sebagai berikut

Tabel 1.3
Target dan Realisai Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang
Tahun 2002 - 2006

‘_ 'l;;hun Target ] Realisasi Persentase (%) ,
2002 2.200.000.000.00 2.291.614.485.00 104, 161
2003 | 2.995.240.000.00 2.764..373.478.00 92,29 f
2004 i5.2‘71.000‘000.00 | 3.200.124.002.00 ;60, 71 !i
2005 4.100.000.000.00 4.126.245.223.00 | 0,64 {
2006 4.700.000,000,00 4.535.807.247.00 | 6,51 1

I .
Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2007

Berdasarkan tabel 3 diatas realisasi penerimaan pajak hotel vang

dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahua 2002 realisasi pajak hotel

sebesar Rp. 2.291.614.485 telah memenuhi target yang diinginkan, peda tahun




2003 belum memenuhi target yaitu sebesar Rp. 2.764.373.478. Pada tzhun
2004 kembali belum memenuhi target anggaran yaitu sebesar Rp.
3.200.124.002. Hal ini dapat dimaklumi karena paa tahun 2004 Provinsi
Sumatera Selatan khususnya Kota Palembag mengadakan scbuah event olah
raga berskala nasional yaitu PON XVI, sechingga hotel-hotel yang ada di
Palembang menerima banyak official maupun altet tetapi, tamu-tamu tersebut
dibebaskan oleh Pemerintah Kota Palembangh atas biaya penginapan sehingpa
jelas akan mempengaruhi penerimnaan pajak hotel.

Pada tahun 2005 Pajak Hotel memenuhi target vang diinginkan yaitu
sebesar Rp. 4.126.245.223. Pada tahun 2006 kembali belum memenuhi target
yaitu sebesar Rp. 4.535.807.247. Dari  data tersebut dapat dilihat terjadinya
fluktuasi penerimaan pajak hotel dari sudut persentase realisasi dan jika
dilihat dari realisasi £erjadi peningkatan yang cukup baik, tetapi scbetulnya
menurut hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten, jumlah tersebut
dapat ditingkatkan. Apalagi dengan perkembangban dan pembangunan Kota
Palembang yang cukup pesat, sehingga dapat meningkatkan pajak hotel.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang telah diuraikan. maka penulis
tertarik melakukan penelitian tentang “Strategi Optimalisasi Penerimaan

Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan
masalah yang akan diteliti vaitu : Bagaimanakah Strategi Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak

Hotel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dan penelitian ini
adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang

untuk mengoptimalisasikan Penerimaan Pajak Hotel.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian in1 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-piliak sebagai
berikut
1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Digunakan sebagai bahan koreksi dan evaluasi dalam rangka

-~

meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel.

2. Bagi Penulis
Dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis secara empiris

tentang Realisasi Pajak Hotel di Kota Palembang,

3. Bagi Almamater
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi

bagi almamater sebagai pengembangan keilmuan.
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4. Bagi Pihak Lain
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga sebagai bahan
perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan
permasalahan ini sehingga kekurangan yang ada dalam penelitian lebih

sempurna.



BABII

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Antoni (2003) dengan judud

“Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka meningkatkar
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Ogan Komering Mir”. Tujuan
dani penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan anggaran dan
realisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Variabel vang digunakan
adalah variabel tunggal yaitu anggaran dan realisasi PajakHotel dan Kestoran.
Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder analisis data
yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak
Hotel dan Restoran pada Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering lir
periode 2000-2002 berada diatas anggaran Pajak Hotel dan Restorvan yang
telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan pajak Hotel dan
Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah masih terdapat potensi Pajuk Hotel

dan Restoran yang belum diperhitungkan dalam anggarap.

11
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B. Landasan Teori

1. Sumber Pendapatan Daerah

Dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperfukan
kewenangan yang sangat luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah cecara
proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembazian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, dimana besamya
disesuatkan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara
Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber-sumber keuangan yang
melekat pada setiap urusan Pemerintah vang diserahkan kepada daerah
menjadi sumber keuangan daerah.

Sumber pendaptan daerah menurut Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdin dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :
1) Hasil Pajak Daerah
2) Hasil Retribusi Daerah
3) Hagil Pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang sah
b. Dana Perimbangan
¢. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain pendapatan yang sah
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberiakukan
kewenangan kepada Pemerintah untuk membiayai pelaksanaan Otonomi
Daerah vyang sesual dengan potensi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiscal antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Lain-lain pendapatan bertujuan untuk memberikan peluang kepada
daerah untuk memperolah pendapatan selain Pendapatan Asli Daeiah dan

dana perimbangan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selain sumber daya manusia, faktor lain yang sangat
menentukan keberhasilan pembangunan adalah tersedianya keuangan
yang - memadai. Salah satu sumber keuangan Pemerintah Deerah
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah perencanaan penghasilan yang didapat dari hasil usaha yang ada
di daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi
dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah disebutkan bahwa : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil

daerah keseluruhan pendapatan diperoleh dari hasil pajak, hasil
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reteribusi daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang
dipisahkan serta pendapatan lain-lain asli daerah setiap tahunnya.

* Menurut Abdul Halim (2002:25) Pendapatan Aslt Daerah
(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha yang ada d:
daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dan Pembangunan Daerai.

Menurut Ahmad Yani (2002:39) yarg dimaksw dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan Daerah yang
diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendin yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut H AW, Widjaja (2001:42) Pendapatan Asli Daerah
adalah salah satu modal dasar Pemerintah dalam mendapatkan dana
pembangunan dan memenuhi belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah
merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam
mendapatkan dana Pemerintah tingkat atas (subsidi).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas tentang Pendapatan
Aslt Daerah (PAD) maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah
adalah pendapatan yang bersumber dari dalam daerah dan digunakan
sepenuhnya untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan dan roda
pembangunan daerah yang dipungut oleh intansi terkait dafam hal ini
Pemerintahan Daerah (PEMDA), serta berdasarkan Peraturan Dazrah

(PERDA). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meraberikan
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indikasi yang baik bagi kemampuan daerah dalam mengatur tugas-
tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan

disegala bidang,

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (FAD)

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi
dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pemcrintahan
Daerah dalam Pasal 157 huruf a. Pendapatan Asli Daerah yang
selanjutnya disebut dengan PAD bersumber dari :

1) Pajak Daerah -.

2) Retribusi Daerah

3) Hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan daerah vyang
dipisahkan

4) Lain-lain yang sah

Menurut Atdul Halim (2002:25) d. dalam buku Akuntansi
sektor publik menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan
menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain yang sah.



16

3. Pajak Daerah

Kegiatan Pemerintah ~dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya selalu mengalami peningkatan, hal ini merupakan konsekuensi
dari adanya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kebutuhan
masyarakat yang meningkat, sehingga diperlukan pembiayaan-pembiayaan
dan pengeluaran Pemerintah. Agar adanya atau pengeluaran Pemerintah
itu dapat dipenuhi maka Pemerintah memerlukan penerimaan. Hal ini
dapat diupayakan antara lain melalui perpajakan.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada
kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu kejadian, keadaan
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung,
serta untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Erly Suandy (2000:8) menyatakan pengerian pajak
sebagai berikut : pajak merupakan iuran rakvat kepada kas negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat imbalan langsung yang tidak dapa: ditunjukkan dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran umum.

a. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pengertian Pajak Daerah
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yang selanjutnya disebut dengan pajak : Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerai tanpa imbalan
langsung yi;llg seimbang vang dapat dipaksakan berdasarkan
perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk niembiayat
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunar Daerah.

M. Suparmoko (2002:56) menyatakan bahwa Paja< Daerah
adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan
kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa iangsung vang dapat
ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak daerah adalah pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah, dengan kata lain pajak daerah adalah pajak vang
dipungut oleh daerah baik propinsi maupun kabupaten/keta. Pajak
daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) masing-
masing.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dalam memantapkan Otonomi Daerah vang nyata dan bertanggung
jawab.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iwran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah
Daerah (PERDA) yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan watuk
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yang selanjutnya disebut dengan pajak : Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung vyang seimbang vyang dapat aipaksakan berdasarkan
perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk niembiayai
penyélenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

M. Suparmoko (2002:56) menyatakan bahwa Pajak Daerah
adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi alau badan
kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat
ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak daerah adalah pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah, dengan kata lain pajak daerah adalah pijak yang
dipungut oleh daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Pajak
daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) masing-
masing.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dalam memantapkan O.onomi Daerah yang nyata dan bertanggung
jawab.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah
Daerah (PERDA) yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk



membiayai penyelenggaraan-penyelenggaraan daerah dan
Pembangunan Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu unsur
Pendapatan Daerah (PAD) yang pemungutannya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah setempat, yang diurus oleh instansi terkait dengan
Dinas Pendapatan Daerah tanpa adanya campur tangan dan
Pemerintah Pusat dan memuat peraturan-peraturan yang telah
diterapkan oleh Pemerinteh Daerah tersebut, serta diperkuat oleh
undang—undang‘ pajak dan Retribusi Daerah yang berfaku vang
diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan pajak dan

retribusi sehingga jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

. Jenis-jenis Pajak Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pajak
daerah sebagai berikut :
1) Pajak Propinsi, terdiri dafi
a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d) Pajak pengambilan pemanfaatan air bawan tanali dan air
permukaan
2) Pajak Kabupaten / Kota
a) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel
b) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran

¢) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan
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d) Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklamne

e) Pajak pencrangan jalan, yaitu pajak atas penggunaen tenaga
listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah, daerah yang
tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibzyar oleh
Pemerintah Daerah.

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu pajak atas
kegiatan pengambilan bahan galian golongan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g) Pajak, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar jalan oleh orang pribadi aiau badan yang
disediakan berkaitan-dengan usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraani bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang
memungut bayaran.

Menurut Undang-undang ini Pemerintah Kabupatan/Kota melalui
Peraturan Daerah (PERDA) dapat menetapkan jenis pajak
kabupaten/kota selain jeins di atas. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan keleluasaan kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi
dan kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa vang akan
datang. Penetapan jenis pajak tersebut harus memenuhi kriteria sebagai
berikut :

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi



3)

4)

3)

Objek pajak terletak atau berada di wilayah daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah
serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan.

Objek dan dasar pengelolahan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum.

Objek pajak dan bukan merupakan objek prajak provinsi atau objek
pajak pusat

Potensi memadai

Tidak memberikan dampak ekonomi keadilan dan kemakmuran
masyarakat’

7) Mempertahankan aspek keadilan dan kemakmuran masyarakat

&) Menjaga kelestarian lingkungan.

. Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 3

ayat 1, tarif pajak Provinsi ditetapkan seragam di [ndonesia dan di

dalam pelaksanaan diatur oleh Peraturan Pemerintah scrta yang

melakukan pemungutan terhadap pajak provinsi adaleh Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi.

1) Pajak Kendaraan Bermotora dan Kendarzan di Atas Air
Tarif pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ai
kenakan 5% atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor

penyesualan vang mencerminkan vyang diakibatkan oleh
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penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan
lingkungan.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Tarif bea balik nama kendaraan bermoter dan kendaraan di atas air
dikenakan 10% atas nilai kendaraan bermotor.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tanf pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan 5% atas
nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan

Tarif pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan dikenakan 20% atas nilai perolehan air vang diambil
dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis volume, kualitas
air dan lokasi sumber air.

Tarif pajak untuk kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan tarif
tertinggi, penerapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari penetapan tarif
vang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak
ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintahan Daerah
(PEMDA) untuk mengatur untuk mengatur sendiri-sendizi besarnya
tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu.

Pelaksanaan tarif untuk pajak kabupaten/kota Cditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan vang melakukan



pemungutan terhadap pajak kabupaten/kota adalah Dinas Pendapatan

Daerah Kota Palembang. Adapun tarif yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut

1) Pajak Hotel

2)

3)

4)

5)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun
2002 dikenakan tarif sebesar 10% atas jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada hotel.

Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun
2002 dikenakan tarif sebesar 10% atas jumlah pembayaran
dilakukan kepada restoran.

Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun
2001 dikenakan tarif sebesar 10%-25% atas jumlah pernbayaran
atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati
hiburan.

Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan D;ierah Kota Palembang Nomor 7 Tahun
2001 dikenakan tarif sebesar 20% atas nilai sewa reklame vang
didasarkan atas nilai jumlah objek pajak dan nilai strateg
pemasangan reklame.

Pajak Penerangan Jalan
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun
2002 dikenakan tarif sebesar 5%-10% atas nilai jual Lstri yang
dipakai.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun
1998 dikenakan tarif sebesar 5% atas nilai jual hasil pengambilan
bahan galian golongan C.

7) Pajak Parkir
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun
2002 dikenakan tarif sebesar 20% atas penerimaan pajak parkir
yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibavar untuk

pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

d. Pembagian Pajak
Pembagian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
hasil Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah
kabupaten/kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
dan bea balik nama kendaraan bermotor di atas ai‘r diserahkan kepada
pajak daerah paling sedikit 30%.
b) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserakkan

kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%.



<)

1

2)

Hastl penerimnan payak pengambilnn dan pemanthatan ain bawah tannh
dan air permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling
sodikat 10%.

Sedangkan penerimaan pajak daerah yaitu :
Dalam hal imi penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi
terkonsenterasi pada sejumlah kecil daerah kabupaten/kota. Gubernur
berwenang merealokasikan penerimaan pajak tersebut kepada daerah
kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Dalam hal ini objek pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang
bersifat untuk daerah kabupaten/kota. Gubemur berwenang untuk
merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah
kabupaten/kota.
Realokasi sebagaimana dimaksudkan atau dilakukan oleh Gubernur
atas dasar kesepakatan yang dicapai antar daelrah kabupaten/kota yang
terkait dengar-l persetujuan Dewan Perwakilan Daerah kabupa:en/kota.

Maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak menurut Undang-

undang Nomor 34 tahun 2000 adalah sebagai salah satu sunber

pendapatan atau penerimaan khususnya penerimaan kabupaten/kota

diharapkan dapat menjadi salah satu unsur pembiayaan pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan nasional.

. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sunarto (2002:92-95) ada 3 sistem pemungutan pajak

vaitu :
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1) Official Assesment System
Yakni sistem pemungutan pajak dengan menentukan besarmya pajak
terutang ditentukan oleh fiskus (aparat pajak). Wajib pajak bersifat
pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus.

2) Self Assesment System
Yakni pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak
mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkun sendiri
jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah,
sistem pemungutan pajak self assesment system, pengawasan dan
pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas
jumlah pajak yang terutang.

3) With Holding System
Yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh
penjabat, sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif
Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak

yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pengertian Pajak Hotel
Menurut Perda Nomor 24 tahun 2002 Pajak Hotel adalah pungutan
daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan
yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajakrya adalah
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yang melipuu
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a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara [ain
gubuk pariwisata (cottage), motel, home stay, wisma pariwisata,
pesanggrahan (Aostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah
kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya [0 (sepuluh) kamar
yang menyediakan atau fasilitas seperti rumah penginapan.

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, teler foto copy,
pelayanan cuci, setrika, taksi dan pergangkut lainnya yang cisediakan
atau dikelola hotel.

¢. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness
center), kolam renang, tenms, golf, karaoke, pub, diskotik vang
disediakan atau dikelola hotel

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknva adalah
pengusaha hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal
lainnya yang kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan penyewaan rumah
atau kamar yang tidak menyatu dengan hote!.

b. Asrama dan pesantren

¢. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel vang

dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.



d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu

hotel.

e. Pelayanan perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan

dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang
dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidakuya sarana
dan prasana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para
pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk

melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

4. Prinsip dan Sasaran, Penetapan Tarif Pajak Hotel
a. Prinsip dan Sasaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun
2002 dalam Pasal 6 berbunyi :
Prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tuuan yang
layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha

sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar.

b. Penetapan Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun
2002 dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi :
1) Besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar (0% (sepulvh persen)
2) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan

kepada hotel.
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Artinya yang menjadi dasar pengenaan tarnif pajak hotel sebesar
10% adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada hotel, atas pelayanan/fasilitas yang diperoleh atau

dintkmatinya selama berada di hotel.

¢. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Kota Palembang dalam melakukan pemungutan pajak hotel adalah
sebagai berikut :

1) Mengeluarkan surat pendaftaran

a) Wajib pajak mengisi SPTPD

b) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tanzani oleh
wajib pajak atau kuasanya.

¢) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh
kepala daerah.

di SPTPD sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus disampaiakn
kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima b:zlas) hari
setelah berakhir masa pajak.

2) Penetapan pajak hotel (Pasal 12)

a) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1)

Peraturan Daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan

menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan.
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b) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen [ain
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayart (1) pasal 1,
ditetapkan oleh kepala daerah.

Tata cara pemungutan (Pasal 13)

a) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan

b) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumszn lain
yang dipersamakan.

Sanksi Administrasi (Pasal 14)

Dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan

SFTD.

Tata cara pembayaran (Pasal 15)

a) Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus
dimuka

b) Pajak yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

¢) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak
diatur dengan keputusan kepala daerah.

Tata cara penagihan

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang

dipersamakan. SKPDKBT, STPD dan surat keputusan keberatan
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yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajb
pajak dapat ditagih melalui surat teguran, surat peringatan atau

surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

4. Strategi Perpajakan

Menurut B. Boediono (2003:1%) Strategi adalah suatu pernyataan
mengenai arah dan tujuan yang diinginkan oleh organisasi meliputi
rencana, program dan tindakan manajer untuk mencapai misi organisasi
yang diinginkan. .

Menurut Hessel Nogi. S. Tangkilisan (2002:11) menyatakan
bahwa strategi adelah institusi organisasi atau pemernintah terhadap
perubahan Iingkﬁngan eksternalnya. Strategi merupakan terminplogy yang
digunakan fuas oleh organisasi laba vyang kemudian calam
perkembangannya digunakan pula oleh organisasi nirlaba atau orgaisasi
publik lainnya, baik disekitar birokrasi pemerintahan maupun oleh
kalangan organisasi (NGO, Non Govermental Organization) atau lebih
dikenal dengan [.embaga Swadaya Masyarakat (1.SM).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah
suatu pemyataan mengenai arah dan tujuan yang diinginkan oleh
organisasi laba maupun organisasi nirlaba meliputi rencana, prograin dan

tindakan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya.
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Menurut laporan kinerja Departemen Keuangan (2005:1)
Optimalisasi Penerimaan Pajak dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :

1. Peningkatan pelayanan melalui modernisasi sistem  administrasi
perpajakan

2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis-jenis penelitian yang dikelompokkan menjadi beberapa
kelompok Menurut Sugiyono (2004:5) jenis-jenis penelitian dapat
dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan analisis
dan jenis data, penelitian yang dilakukan penulis termasuk jemis menurut
tingkat eksplanasi.
Menurut Sugiyono (2004:10) menyatakan bahwa tingkat eksplanasi
(level of explanation) adalah tingkat penjelasan. Penelitian tingkat eksplanasi
-penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabei-vanabel yang
diteliti serta hubungan antara varniabel dengan vanatel yang lain.
Menurut Sugiono (2004:1) penelitian menurut tingkat eksplenasinya :
1) Penelitian Deskriptif
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
vanabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan dengan variabel yang lain.
2) Penelitian Komparatif
Penelitian yang bersifat membandingkan.
3) Penelitian Asosiatif/Hubungan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel

atau lebih.
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian i1 adalah penelitian

deskriptif untuk mengetahui nilai variabel lebih dari satu tanpa membuat

perbandingan dengan variabel lain.

B. Unit Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian penvlis

mengambil unit penelitian pada Dinas Pendapatan Daeruh Kota Palembang

yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang,

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisai Variabel adalah suatu definist yang diberikan kepada

suatu variabel dengan cara wnembertkan arti atau memspesifikasikan

bagaimana varabel tersebut diukur.

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel

Definisi !

Indikator

Strategi  optimalisasi
penerimaan pajak hotel
dengan potensi yang
ada.

Suatu cara yang
dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka
memaksimalkan
penerimaan pajak hotel
dengan potensi yang ada.

a Peningkatan
pelaksanaan  melalu
modernisasi srstem
administasi perpajakan

a Peningkatan |
kepatuhan wajib pajak. |
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D. Data yang Diperlukan

Menurut Husein Umar (2003:42) bahwa data terbagt dva :

&

Data Primer

Data primer merupakan sumber dari peneliti yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoieh secara

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain). |

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

Data primer terdini dari hasil wawancara dengan staf yang berkepentingan

pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palemmbang mengenai strategi

optimalisasi penerimaan pajak hotel.

Data sekunder yang digunakan tersebut adalah sebagat berikut :

a. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

b. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

¢. Peraturan Daerah‘Kota Palerribang tentang Pajak Hotel

d. Laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran
2002-2006

e. Modernisasi administrasi Perpajakan
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F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2003:129) adalah :

Obscrvasi

vaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala

yang ditelitinya.

Wawancara

yaitu dengan tanya jawab secara lisan dua atau lebih secara langsung.

Angket
vaitu dengan daftar pertanyaan atau pertanyaan yang dikirim kepada

responden baik secara langsung atau tidak langs.ng.

Dokumentansi

yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dokumen-
dokumen. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan da@ dengan
menggunakan teknik wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan
pihak yang berwenang memberikan informasi yang diperfukan dan
meminta dokumen-dokumen yang berupa sejarah Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang, struktur organisasi dan pembagan tugas,
Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak Hotel, Laporan target dan
realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2002-2006, Modernisast

administrasi Perpajakan.



F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:124) menyatakan bahwa ada 2
metode yang biasa digunakan dalam menganalisis data, yaitu :

a. Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah metode analisis data yaug tidak diukur dalam

skala numerik (angka).

b. Metode Kuantitatif
Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dalam
suatu skala numertk (angka).
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian i adalah
metode kualitatif. Yaitu menganalisis strategi-strategi vang akan
digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalisasikan

penerimaan pajak hotel dengan potensi yang belum terungkap.

2. Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu dengan
melakukan analisis tentang  strategi-strategi  yang digunakan oleh

pemerintah dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan pajak hotel.
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HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Dacrah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah merupakan wujud pelaksanaarn
Pemenintah Kota Palembang di bidang pendapaan. dimani Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yvang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalw Sekretaris
Wilayah Daerah.

Setring dengan kemajuan dan perkembangnn pembangunan yang
sangat pesat dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bectambah,
Pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambah,
Pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembentukan suatu unit
operasional yang lebih sesuai dengan tugas yang perlu dilaksaakan dalain
suatu dinas yaitu : Dinas Pendapatan Daerah dengan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 dan Kora
Praja di Sumatera Selatan No. 241/KPTS/IX/1980 memutusken untul
membentuk kantor cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera
Selatan di daerah-daerah Tingkat I dalam Propinsi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau sebelumnya adalah
pajak daerah sekitar tahun 80-an. Pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim

vaitu Tim IPEDA (lkatan Pendapatan Daerah) dan Tun DIPEDA (Dinasa

37



38

Pendapatan Daerah) Tingkat Il yang sekarang ini disebuf dengan Dinas
Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang sesuai dengan
diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Otonomi Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan
untuk mengumpulkan penerimaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk
pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ataupun agar
pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilzksanakan dengan
baik serta berhasil maka dengan kepoutusan Walikota Palembang Nomor
67 Tahun 2001 Tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang, bahwa Dinas Pendapatan Daerah mempunyai struktur
organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan disentralisasi dan dekonsentralisasi di bidang Pendapatan
Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai ﬁmési sebagai berikut
b. Melakukan perumusan pelaksanaen teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang Jdiserahkan
oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. |

¢. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib

retribusi daeral.
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d. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.

e. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran
pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah larnnya.

f. Melakukan koordinasi dan atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan
pendapatan hasil daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menten
keuangan daerah.

g. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang
pendapatan, penetapan pajak daerah, retribust daerah dan pendapatan
lainnya.

h. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah
dan pendapatan hasil daerah lainnya.

1. Melakukan urusan tata usaha.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas
a. Struktur Qrganisasi
Susunan organisasi Divas Pendapatan Daerah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur
Organisai Dinas Dacrah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
terdirt dari :
1) Kepala Dinas
2) Wakil Kepala Dinas
3) Bagian Tata Usaha

a) Sub Bagian Umumn
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b) Sub Bagian Kepegawaian

¢) Sub Bagian Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Dinas Program

a) Seksi Penyusunan program dan penyuluhan
b) Seksi pemantauan dea pengendalian
¢) Seksi pengembangan pendapatan

d) Seksi evaluasi dan pelaporaran

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

a) Seksi pendataan dan pendaftaran

b) Seksi pengelohan dan informasi

c) Seksi penetapan

d) Seksi pemeriksaan

Sub Dinas Penagihan

a) Seksi pembukuan dan verifikasi

b) Seksi penagihan dan perhitungan

c) Seksi retribusi dan pemidah bukuan

d) Seksi pertimbangan dan keberatan

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan [ain-lain
a) Seksi penerimaan pajak

b) Seksi penerimaan retribusi

¢) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain

d) Dinas legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga
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9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
a) Seksi bagi hasil pendapatan
b) Sekst bagi hasil pajak
c) Sekst bagi hasil bukan pajak
d) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian
pendapatan
10) Cabang Dinas
11) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

dapat kita lthat pada gambar di bawah ini :



STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

WAKIL KEPALA DINAS

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

| SUB DINAS KEUANGAN ]

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2007

[

CABANG DINAS

1

| mas |

[ { BAGIAN TATA USAHA ]
KELOMPOK JABATAN r 1
I F
FUNGSIONAL (FDF) I SUB DINAS nxmm,ﬂ I SUB DINAS KEPEGAWAIAN
| | . i | 1
SUB DINAS SUB DINAS PENDATAAN SUB DINAS SUB DINAS PENERIMAAN I SUE IINAS BAGTHASIL PENDAPAYAN ]
DAN PENETAPAN PENAGIHAN PINTIAPATAN T AM D AT
PROGR AM ] T
R —
SEKSI PENYUSUNAN SEKSI PENDATAAN SEKSI PEMBUKUAN SEKSI PENERIMAAN SEKSI
PROGRAM DAN DAN PENDAFTARAN DAN PERHITUNGAN RESTRIBUSI BAGI HASIL PAJAK
PENYULUHAN
SEKSI SEK SI PENGOLAHAN SEKSI RESTRIBUSI SEKSI PENERIMAAN SEKSI DIBAGI
PEMANTAUAN DAN DATA DAN DAN PEMINDAH PENDAPATAN LAIN- HASIL PAJAK
PENGENDALIAN INFORMASI BUKUAN LAIN
SEKS] SEKSI PENETAPAN SEKSI SEKSI LEGALIASI DAN SEKSI
PENGEMBANGAN —— PERTIMBANGAN DAN PEMBUKI '{‘N SURAT- PEMBERITAHUAN
PENDAPATAN KEBERATAN SURAT BER!ARCUA PER-UU PENGKAJIAN
— PENDAPATAN
SEKSI SEkSI PEMEKIKSAAN
L‘ EVALUASI DAN
PELAPORAN
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b. Pembagian Tugas
1) Kepala Dinas
a) Tupas

Melaksanakan kewenangan disentraiisasi dan tugas dan
dekonsenlisasi di bidang pendapatan daerah.
b) Fungsinya :

(1) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan
untuk  merencanakan, mempersiapkan,  mengelola,
menelaah penyusunan rumusan kebijksanaan teknis serta
program kerja.

(2) Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan
daerah.

(3) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan
kegiatan di bidang kegiatan ketatausahaan umum,
kepegawaian, pelengkapan dan keuangan.

(4) Pengkoordinasi, vang meliputi segala gerak vang
berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

(5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pengalaman tekniks atau pelaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan pesundang-

undangan yang berlaku.



2) Wakil Kepala Dinas
a) Tugas
Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentralisasi dibidang pendapatan
daerah.
b) Fungsi:
(1) Pengurusan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak
ada di tempat.
(2) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpabkan oleh
kepala dinas.
(3) Penadatanganan  administrasi  bidang  kepegawaian,
keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan darn

kepala dinas.

3) Bagian Tata Usaha

a) Tugas
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum
lainnya.

b) Fungsi :
(1) Melaksanakan pengelolaan adminisirasi keuangan
(2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

(3) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan
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(4) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-mefyurat

kearsipan dan penggadaan.
¢) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum
Sub bagian umum mempunyal tugas mengurus surat
menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Kepegawaian
Sub bagian kepegawaian mempunyat tugas menyiapkan
bahan penyusunan pengembangan dan mutasi pegawai serta
menggurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keuangan mempunyai tugas penviapan bahan
penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan
dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan {aporan

keuangan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional
a) Tugas
Yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang
keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di

bidang teknologi (komputer) serta perbendaharaan.
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b) Fungsi :
(1) Melaksanakan tugas fungsiobnal di bidang komouter dalam
perekapan data-data.

(2) Melaksanakan urusan perbendaharaan.

5) Sub Dinas Program
a) Tugas
Sub fiinas program mempunyal tugas menyelenggarakan
penyﬁsunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan
pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan
serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.
b) Fungsi :
(1) Penyusunan rencana dan program kerja
(2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan
pendapatan daerah
(3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan
daerah
(4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporaa.
¢) Sub Dinas Program terdirt dari :
(1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan
Seksi penyusunan program dan penyuluhan mempunyai
tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan

rutin dan pembangunan.
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(2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian
Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan dan pengendabian yang
berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

. {3) Seksi Pengembangan Pendapatan

Seksi pengembangan pendapatan mempunyal tugas
melakukan penelitian, pengkajiar dan pengembangan
terhadap pendapatan daerah dan potensi pendaptan daerah.

(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyal tugas
melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan

retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

6) Sub Dinas Pendatatan dan Penetapan

a) Tugas
Sub dinas pendataan dan penetapan mempunvai tugas
melaksanakan pendapatan dan pendaftaran, pengelolaan data
dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

b) Fungsi :
(1) Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran berkas wajib

pajak

(2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
(3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib

pajak dan retribusi daerah.
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¢) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dar :
* (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai (ugas
melakukan pendapatan wajib dan retsibusi  daerah,
menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta
melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek
dan subjek pajak.

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
Seksi pengelolaan data dan informasi mempuryai tugas
melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek
pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan
retribusi daerah s;zrta pungutan daerah lainnya.

(3) Seksi Penetapan
Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan
penetapan rajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan
menyiapkan daftar penetapan pajiik.

(4) Seksi Pemeriksaan
Seksi  pemeriksaan mempunyai tugas melakukan
pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan
subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta

memeriksa {okasi atau lapangan.
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7} Sub Dinas Penagihan
a) Tugas

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan

pembukuan dan verifikasi penagihan dan perhitungan, retribusi

dan pemindah-bukuan, pertimbangan dan keberatan.
b) Fungsi:

(1) Mélakukan pembukuan mengenai penetapan, penerinaan
dan  pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  dan
retribusi daerah.

(2) Penatatausahaan penenmaan, penagihan, verifikasi dan
penerbitan surat keterangan fiskal.

(3) Pembukuan piutang pendapatan daerah

(4) Retribusi pemindah-bukuan dan rekonsiliasi

(5) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah
dan pemungutan daerah lainnya.

(6) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah
dan pungutan daerah lainnya.

¢) Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

(1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas
melakukan pencatatan surat ketetapan pajak. pembukuan
piutang pendapatan cdaerah dan penenimaan pendapatan

daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.
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(2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
Scksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas
melakukan penagihan pajak dan retribusi daerall serta
Pcndﬂ;pa(mx Asli Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(3) Seksi Retribusi dan Pemindah-bukuan
Seksi retribusi dan pemindah-bukuan mempuryai tugas
melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindah-bukuan
serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan
Seksi pertimbangna dan keberatan mempunyai tugas
melakuakn penerapan peratwan perundang-undangan,
memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian
pengadaan serta pelayanan kebenaran terhadap penetapan

pajak dan retribusi dacrah.

8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan L.ain-lain
a) Tugas
Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai
tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak,
retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan
BUMD dan pendepatan lain-lein serta legalisasi pembukuan

surat-surat berharga.
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b) Fungsi:

c)

(1) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi
dan penerimaan pendapatan lain-{ain.

(2) Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber
penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

(3) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan
lain-lain.

(4) Melaksanakan legalisasi atzu pengesahan atas surat
ketetapan pajak dan retriousi daerah serta melakuvakn
legalisasi dan pembukuan surat-surat berhagar.

Sub Dinas Retribusi Penerimaan dan Pendapatan lain-lain

terdini dari

(1) Seksi Penerimaan Pajak
Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan pajak.

(2) Seksi Penerimaan Retribusi
Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan, penerimaan retribusi.

(3) Seksi Penerimaan Pendapatan lain-lain
Seksi penerimaan pendaptan lain-lain mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber Jain

di luar pajak dan retribusi daerah.
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(4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga
Seksi legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga
mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan
atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta
menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta
pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kzrja vang

bersangkutan.

9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
a) Tugas
Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyal tugas
melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pahak dan
non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan
penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan

pengkajian pendapatan.

b) Fungsi :
(1) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak
dan non pajak melakukan penerimaan bégi hasil pajak.
(2) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak
(3) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan

pengkajian pendapatan.
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b) Fungsi :
(1) Melaksanakan unsur tekuis operasioﬁal
(2) Melaksanakan urusan administrasi

¢) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari
(1) Kepala Cabang Dinas
(2) Unsur Staf/Petugas Administrasi

(3) Unsur Lain/Petugas Teknis Operasional

11) Unit Pelaksana Telkmis Dinas
a) Tugas

(1) Unit pelaksana teknis Dinas merupakan unsur pelaksana
teknis operasional dinas.

(2) Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala dinas.

(3) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas,
disatu atau beberapa wilayah kecamatan daiam satu daerah.

b) Fungsi :

(1) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan

bidangnya.

(2) Pelaksanaan urusan Administrasi.

¢) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
(1) Kepala

(2) Unsur Staf/Petugas Administrasi
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(3) Unsur lain/Petugas Teknis Operasional

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

¢. Hubungan Kerja

Hubungan kerja yang terdapat dalam organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Tingkat [ Palembang adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Dalam melasanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab
kepada Gubemur Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah
koordinasi administratif Sekretaris Wilayah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sunplikasi, baik
dalam lingkungan dinas, ﬁxaupun dengan instansi-inmtansi (ain di
luar dinas.

Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkuugan dinas di
dalam melaksanakaa tugasnya bertanggung jawab kepada
atasannya. .

Dalam melaksanakan  tugasnya setiup kesatuan organisasi
mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan
organisasi, baik di lingkungan dinas, maupun di luar dinas yang

berhubungan dengan bidang tugasnya.
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3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

1) Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah
terwujudnya pendataan daerah yang optimal dan mampu membiayat

penyelenggaraan otonomi daerah.

2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
a) Meningkatkan penerimaan dari potensi daerah
b) Menggali potensi pendapatan daerah
¢) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
d) Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat

dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

B. Pembahasan
1. Pajak Hotel Kota Palembang
Pajak sebaggi salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai
peranan yang sangat penting dalam pembangunan, oleh karena itu pajak
telah menjadi salah salah pokok perhatian pemerintah. Melihat peranan
pajak tersebut bagi pembangunan nasional maka pemerintah harus
berupaya meningkatkan penerimaan pajak tersebut.
Pajak Hotel merupakan salah satu  penerimaan pajak yang
penelolaannya diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah, khususnya
Pemerintah Kota Palembang. Semakin banyaknya objek pajak Hotel maka

ditharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan
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pajak daerah, Pemerintah Daerah, dalam hal mi Pemerintah Kota
Palembang harus dapat mengelola pajak Hotel dengan baik, karena pajak
memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan
daerah.

Diberlakukannya Pajak Hotel untuk Kotamadya Palembang setelah
adanya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002, tata cara penetapan
pajak Hotel dimulai dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
menerbitkan  surat pemberitaag Pajak Daerah (SPTPD) pejabat
menentapkan besarnya pajak dengan menerbitkan surat ketetapan Pajak
Daerah (SKPD), apabila surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atua
kurang bayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) sejak surat
ketetapan. Pajak Daerah (SKPD) diterima dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih dengan

menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).

Tabel IV.1
Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar
2002 i 2003 2004 i 2005 2006
No Klasifikasi | Jumlah | Jumlah = Jumlah | Jumiah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumiah | Jumlah
Hotel | Kamar | Hotel Kamar | Hotel Kuamar | Hotel | Kumar | Hotel Kumar
1. | Hotel Berbintang ] |
- Bintang 4 - - [ 176 2 316 300 av 4 034
- Dinlang 3 I 6 | 3 305 5 473 5 478 ] 478
- Bitanng 2 3 156 | 1 61 4 215 4 215 4 215
- Bintang | s - ‘ - - 5 104 6 155 6 135
|
2. | Hotel Melati | |
- Bintang 3 11 291 | 6 130 14 1.078 44 1.078 44 1078
- Bitanng 2 4 o |1 20 18 367 18 | 367 20 42
- Bintang 1 6 g o1 25 15 395 15 395 17 49 |
3. | Wisma 2 50 | 1 | 8 3 61 3 6 | 3 | e
2 { | {
| I T 14 75 1 96 | 2619 98 | 3239 [ 103 [ 3452 |

Sumber ; Dinas Pariwisata Kota Palembéng, 2007
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Tujuan  dilakukannya modernisasi  administrasi
perpajakan adalah :
1. Untuk meningkatkan kepatthan masyarakat dalam
membayar pajak
2. Adanya kepercayaan terliadap administrasi perpajakan
3. Untuk memacu produktivitas pegawai pajak agar mer.jadi

semakin tinggi.

2. Strategi Optimalisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk
Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel
Berdasarkan data yang diperoleh sehubungan aengan adanya
rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Adapun
beberapa strategi yvang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang antara lain :
a. Peningkatan Pelayanan melalui Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan
Pelayanan pajak yang diberikan saat ini masih sangat tertutup
oleh sebagian kalangan masyarakat bahkan untuk pembayaren pajak
pun masih dianggap hal yang menakutkan, hal ini dikarenakan tingkat
kesadaran dari masyarakat masih rendah dan adanya jarak yang jauh
antar perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itulah peningkatan
pajak harus lebih ditingkatkan melalui modernisasi sistem administrasi
perpajakan. Modernisast ini ditujukan selain untuk meningkatkan

pembayaran yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan
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yang lebih baik kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan
E-Registration.

E-Registration merupakan proses registrasi melalui media
elektronik. Hal ini untuk mempermudah proses registrasi perpajakan.
Mekanisme sistem adminstrasi pajak belum menggunakan £-
Registration untuk ke depan Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang mulai menggunakan £-Registration, dalam hal mi untuk
mempermudah proses administrasi dalam perpajakan dan pengawasan

terhadap wajib pajak.

. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu
ditingkatkan lagi karena peningkatan tersebut akan memberikan
dampak pada penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa strategi dalain
meningkatkan dan menjaga kepatuhan wajib pajak adalah :
1. Melakukan Pendataan Wajib Pajak
Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan
pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak bak yang
berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kota Palembang.
Lm;gkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang dalam rangka pendaftaran dan pendataan Wajib
Pajak adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotsa Palembang
menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang

digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitunzan dan
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pembayaran pajak. SPTPD diisi oleh wajib pajak dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau
kuasanya, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak
berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan
Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu yang diberikan
adalah selambat-lambatnya 15 hari setelah SPTPD diterima.
Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak
disampaikan kembali atau tidak dipenuhi sama sekali diberikan
teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan secara
jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25

% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang.

. Penetapan Pajak Hotel

Besarnya Pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak
ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang,
pembayaran pajak yang-telah ditetapkan dilakukan sendiri oleh
Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) digunakan vntuk
menghitung, inemperhitungkan dan menetapkan pajak sendin yang
terhutang, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan : Surat K:terangan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDBKB), Surat Keterangan Pajak
Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Keterangan Pajak Daerah

Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil
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pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutarg tidak atau
kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paiing lama 24 (dua puluh
empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak, Surat
Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT)
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah paak yang
terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa Xenatkan
sebesar 100% (seratus persen) dar jumlah kekurangin pajak
tersebut, Surat Keterangan Pajak yang terhutang sama besarnya
dengan jumiah kredit pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit
pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutama dalam Surat
Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tidak
sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan ditagih
dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua
persen) sebulan, penamhahan jumlah pajak yang terhuteng tidak
dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan serdiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Tabel-tabel berikut ini akan memaparkan perkiraan tingkat

hunian rata-rata hotel yang ada di Palembang serta perkiraan omset




penerimaan dari semua jenis hotel yang ada di Kota Palembang

untuk tahun 2006.
Tabel IV.2
Tingkat Hunian Rata-rata Hotel di Palembang
Tahun 2006
No Bulan Tingkat Hunian Kamar (%)
1. | Januan 3475
2. | Februari 28,45 §
3. | Maret 36,70 )
4. | April 31,04 E
5. | Mei 36,62
6. | Jum 42,68
Ty L4536
8. | Agustus 3984
9. | September 41,40 E
10. | Oktober 41,74
11. | November 28,44 N
12. | Desember 42 .60
Rata-rata 37,47

Sumber : Olahan Data Primer, 2007

Dari perolehan data diatas dan dengan dibuat asumsi bahwa :

a. Jumlah hari dalam 1 tahun = 360 hari

b. Masa penggantian =1x 1 han
c. Harga rata-rata
- Hotel Bintang [V Rp. 435.000.-
- Hotel Bintang 11 Rp. 195.000.-
- Hotel Bintang [T Rp. 125.000,-
- Hotel Bintang | Rp. 90.000.-
- Hotel Melati U1 Rp. 80.000

- Hotel Melati 1

Rp. 60.000.-
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- Hotel Melati [ Rp. 40.000.-
- Wisma Rp. 50.000,-
d. Tingkat Hunian Pertahun = 37 47
Tabel IV.3
Perkiraan Omset Penerimaan dari Semua Jenis Hotcl
Tahun 2006

No Kilasifikasi Jumlah | Tarif Tingkat Jumlah Omset |
~__Hotel Kamar | Kamar Hunian (%) Hari Pertahun

1. | Hotel Melati I 397 { 40.000 37,47 360 2.142.048.960

|

| Hotel Melat: IT 402 60.000 37,47 360 | 2.993.099.040 |

Hotel Melati 111 1.078 80.000 37.47 360 11 633 086 080
2. | Wisma 61 50.000 I 37,47 360 411420600 |
3. | Hotel Bintang [V 634 435.000 l 37,47 [ 360 37.729.966 850 l
| Hotel Bintang 111 474 195.000 37,47 | 360 | 12.573.283.320 !
Hotel Bintang II 215 125.000 37,47 ‘ 360 3.625.222.500 1‘

1
Hotel Bintang I 155 90.000 37,47 360 1.881 743300 |
|
| 72.989.906.760

Sumber : Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan Tabel [V.3 di atas, dapat diperoleh bahwa

penerimaan omset dari jenis hotel tahun 2606 adalah sebesar Rp.

72.989.900.760, dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel

adalah sebesar Rp. 72.989.900.760 x 10 % = Rp. 7.298.990.676.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kurang

optimalnya penerimaan Pajak Hotzl pada Dinas Pendapatzn Daerah

Kota Palembang, karena pada tahun2006 potensi Penerimaan

Pajak  Hotel

realisasinya

hanya

adalah

sebesar Rp.7.298.990.676,

sebesar  Rp.

4.535.807.247.

sedangkan

Guna
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mengoptimalkan potensi penerimaan pajak tersebut, Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat mergadakan koordinasi
langsung baik dengan pihak pengelola hotel untuk mendata tingkat

hunian tiap-tiap hotel yang ada di Palembang.

3. Melaksanakan Penagihan

Prosedur atau tata cara penagihan Pajak Hotel pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Falembang dimulai dengan Penerbitan
Surat teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak. Surat teguran ini
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, apabila
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat
teguran atau surat lainnya yang sejenis maka wajib pajak harus
melunasi pajak yang terhutang. Selanjutnya apabila jumnlah pajak
yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentuakn dalam surat teguran atau surat peringatan
lain yang sejenis, maka harus ditagit dengan surat paksa. Surat
paksa diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah
lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak peringatan atau surat lain
sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
waktu 2 x 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepa‘a
Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah

Penyitaan.
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4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel
maka Dinas Pendapata Daerah Kota Palembang melakukan
koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal in. adalah
Dinas Pariwisata Kota Palembang guna mendapatkan informasi
yang relevan mengenai objek dan subjek Pajak Hotel yarg ilegal
atau belum terdaftar. Setelah didapat informasi yang akurat maka
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Paiwisata
akan bekrja sama dalam menjaring objek dau subjek Pajak Hotel
yang belum terdaftar tersebut. Akan tetapi pada kenyatacnuya
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang kurang melakukan
koordinasi dengan pihak yang terkait sehingga informesi yang

didapat kurang relevan.

5. Peningkatan Program Penyuluhan Kepada Masyarakat
Peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak dan
meningkatkan pengetahuan mengenai pajak. Upaya-upaya
penyuluhan pajak dilaksanakan dengan cara :

a) Penerapan Pendidikan Perpajakan kepada Gencrasi Muda, baik

melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.
Penerapan pendidikan perpajakan kepada generasi
muda akan memberikan dampak positif terhadap masalah

perpajakan, dimana generasi muda harus mengetahui bahwa
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penerimaan terbesar di- Indonesia terdapat pada penerimaan
pajak, oleh karena itulah maka generasi muda sebaiknya
memahami masalah perpajakan secara menyeluruh dan dapat
dipelajari melalui pendidikan formal maupun non formal.
Pendidiakn formal meliputi pemberian mata kulial tentang
perpajakan pada Perguruan Tinggi maupun pada Szkolah
Menengah Umum (SMU). Sedangkan pendidiakn non formal
dapat berupa pelatihan-pelatihan mengenai perpajakan. Akan
tetapi pada kenyataannya pendidikan formal maupun non
formal mengenat perpajakan khususnya Pajak Hotcl belum
optimal, dimana pada pendidikan formal tidak diajarkan secara
mendetail mengenai Pajak Hotel, sedangkan untuk mengikuti
pendidikan biaya yang sangat besar sehingga hanya kalangan

tertentu saja yang dapat mengikuti pelatihan tersebut.

Sosialisasi Perpajakan kepada Masyarakat

Dalam melakukan kegiatan sosial kepada wajib pajak,
akan memerlukan waktu yang panjang dan juga diperlukan
persiapan yang matang terutama bagi petugas pajak yang akan
melakukan sosialisasi.

Materi yang akan disampaikan oleh petugus pajak
hendaknya harus sesuai dengan materi penyuluhan, Jika
seandainya materi yang disampaikan mengenai Paiuk Hotel

maka aparat (fiskus) harus benar-benar memberikan pengertian
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tentang prosedur-prosedur yvang harus diiakukan, selain itu
aparat pajak (fiskus) juga harus menjelaskan mengenai tfarif
Pajak Hotel dan cara perhitungan nilai sewa Hotel tersebut,
serta dan jika ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran
maka akan diberikan sesuai dengan sanksi yang berlaku.
Sosialisasi mengenai pajak sering dihadapkan pada
masalah-masalah yang akan timbul seperti keadaan masyarakat
yang he!terogen dan dilandasi dengan tingkat pendidikan yang
berancka ragam, sehingga akan mempersulit proses scsialisasi

itu sendiri.

Penyediaan Aot line service bagi masyarakat untuk memperoleh
pengetahuan tentang perpajakan

penyediaan Aot [ine service bagi masyarakat akan
sangat membantu bagi pemerintah itu sendiri maupin bagi
masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Dengan adanya
layanan hot line maka masyarakat atau wajib pajak secara
langsung bertanya mengenai masalah perpajakan seperts
mengenai bagainana cara tarif Pajak Hotel atau sanksi apa yang
didapat apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak.
Selain itu masyarakat atau wajib pajak dapat masyarakat akan

masalah pajak.
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d) Keterampilan Aparat Pajak (Fiskus)

Mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada aparat
pajak juga perlu dilaksanakan, terutama bagi aparat yang akan
diterjunkan ke lapangan dalam rangka pelaksanaan penerimaan
Pajak Hotel sebagai usaha menciptakan aparat pajak yang
terampil dan handal. Pendidikan dan keterampilan ini berupa
diklat yang dilakukan secara kontinyu kepada seluruh aparat
pajak (fiskus) yang tujuannya untuk menambah pengetahuan

- dan keterampilan aparat pajak.

Selain dengan diklat dan pelaahan, untuk menambah
penerimaan Pajak Hotel diperlukan saraua dan prasarena, baik
berupa fasilitas yang akan dipergunakan oleh aparat pajak
dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak maupun dari
segi teknologi yang akan mempermudah pekerjaan apacat pajak
itu sendiri kemudian dengan adanya pemberian tugas dan
tanggung jawab jelas kepada apaarat pajak yang tujuannya
untuk menghindari penipuan atau penggelapan dan kesalahan
dalam penyelenggaraan penerimaan pajak.

[Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang belum
pernah melakukan pelatihan dan pendidikan kepada aparat
pajak khususnya mengenai Pajak Hote. Seiain itu sarana dan
prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada aparat pajak

vang bertugas masih sangat minim.
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SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan data dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan
dalam bab terdahulu, khususnya pada Bab {V mengenai strategi penerimaan
Pajak Hotel belum optimal, maka pada Bab V i akan diambil suatu
kesimpulan yang disertai dengan pemyampaian saran yang berupa strategi-
strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang mungkin berguna bagi
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
Adapun strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang antara lain :
I. Peningkatan Pelayanan Melalui Modemisasi Sistem Adm nistrast
Perpajakan
Modernisast i ditujukan selain untuk meningkatkan pemhayaran
yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan yang lebih baik
kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan E-Registration.
E-Registration merupakan proses registrasi melalui media elektronik,
hal i1 untuk mempermudah proses registrasi perpajakan.
2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, terdiri dari .
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditinzkatkan

lagi karena peniﬁgkatan tersebut akan memberikan dampak pada
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penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa strategi dalam men:ngkatkarn

dan menjaga kepatuhan wajib pajak adalah :

a.

b.

C.

B. Saran

Melakukan Pendataan Wajib Pajak

Melakukan Penetapan Pajak Hotel

Melaksanakan Penagihan

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peningkatan Program Penyuluhan Kepada Masyarakat, antara lain :

1. Penerapan pendidikan perpajakan kepada generasi muda baik

melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

rJ

Sosialisasi pada masvarakat.
3. Penyediaan hot line service bagi masyarakat untuk memperoleh

tentang perpajakan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel terhadap Peneriinaan

Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang  dapat

dilakukan dengan penyerapan potensi Penerimaan Pajak Hotel. selain itu

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat mengadakan koordinasi

langsung dengan pihak pengelola Hotel untuk memaksimalican tingkat hunian

tiap-tiap hotel yang ada di Palembang,
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